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Abstrak

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan wewenang Kepala Desa di Desa Kuning Gading, Kecamatan Pelepat Ilir,
Kabupaten Bungo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Fokus utama adalah pada penetapan
peraturan desa dan koordinasi pembangunan desa secara partisipatif. Meskipun Kepala Desa memiliki peran
krusial dalam pembangunan lokal, observasi awal dan hasil kuesioner menunjukkan bahwa kedua wewenang
tersebut belum terlaksana optimal; misalnya, 37% masyarakat menilai penyelenggaraan pemerintahan desa
kurang. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik snowball sampling untuk masyarakat dan purposive
sampling untuk perangkat desa, serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi,
penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Hasil menunjukkan bahwa partisipasi
masyarakat dalam penetapan peraturan desa masih minim, dan koordinasi pembangunan desa secara partisipatif
belum efektif, terlihat dari proyek pembangunan yang terhenti atau tidak merata. Triangulasi data digunakan untuk
memverifikasi temuan. Novelty penelitian ini terletak pada identifikasi kesenjangan persepsi antara pemerintah
desa dan masyarakat mengenai implementasi wewenang, serta dampaknya terhadap tata kelola dan pembangunan
desa.

Kata Kunci: Undang-undang No 6 Tahun 2014, Wewenang Kepala Desa.
Abstract

This study examines the implementation of the Village Head's authority in Kuning Gading Village, Pelepat Ilir
District, Bungo Regency, Indonesia, as mandated by Law No. 6 of 2014. We primarily focus on village regulation
enactment and participatory village development coordination. While the Village Head plays a crucial role in local
development, initial observations and survey results indicate suboptimal execution in both areas; for instance, only
37% of residents rated village governance implementation as satisfactory. Using a descriptive qualitative approach
with snowball sampling for community members and purposive sampling for village officials, and gathering data
through observation, interviews, and documentation, this research reveals a gap between theory and practice. Our
findings show minimal community participation in enacting village regulations and ineffective participatory
village development coordination, evidenced by stalled or uneven development projects. Data triangulation
verified these findings. The study's novelty lies in identifying the perception gap between village governance and
residents regarding authority implementation, and its impact on village governance and development.

Keywords: Law No. 6 of 2014, Village Head Authority.
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PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memegang peran sentral dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kawasan permukiman masyarakat, desa menjadi
garda terdepan dalam pembangunan lokal dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat
desa, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem NKRI.
Pengaturan mengenai kelembagaan desa, yang meliputi pemerintahan desa, badan
permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat desa, turut memperkuat
posisi strategis desa dalam sistem pemerintahan.

Sebagai organisasi terkecil dalam sistem pemerintahan, desa memerlukan sosok
pemimpin yang kompeten, yakni seorang Kepala Desa. Kepala desa memegang wewenang,
tugas, dan kewajiban penting untuk menggerakkan masyarakat dan perangkat desa demi
tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang optimal.
Peran kepala desa sangat krusial sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang
bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis, mengarahkan, menampung
aspirasi, dan mengayomi masyarakat demi terlaksananya pembangunan desa. Wewenang
kepala desa ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26
Ayat (2), yang bertujuan agar segala kepentingan desa dapat terlaksana dengan baik dan
akuntabel.

Meskipun desa dan kepala desa memiliki peran fundamental serta wewenang yang jelas,
pada praktiknya, implementasi wewenang tersebut dapat menghadapi tantangan. Penting bagi
sebuah negara untuk memastikan unit terkecilnya, yaitu desa, mendapatkan akses yang layak
terhadap pembangunan agar tercipta kesejahteraan. Namun, observasi awal di Desa Kuning
Gading, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, mengindikasikan bahwa beberapa
wewenang kepala desa belum terlaksana dengan baik.

Data awal dari penyebaran kuesioner kepada masyarakat Desa Kuning Gading
menunjukkan adanya isu dalam pelaksanaan wewenang Kepala Desa. Tabel 1.1 berikut
merangkum hasil rekapitulasi awal:

Tabel 1.1 Hasil Rekapitulasi Kuesioner Awal Pelaksanaan Wewenang

Kepala Desa
. Tidak .
0
No Indikator Terlaksana (%) Terlaksana (%) Aspek Kualitas

1 Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa 37 63 Kurang
2 Melaksanakan Pembangunan 40 60 Kurang
3 Pembinaan Kemasyarakatan 42 58 Kurang
4 Pemberdayaan Masyarakat 46 54 Kurang

Sumber: Penyebaran kuesioner data awal
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pelaksanaan wewenang Kepala Desa Kuning
Gading pada empat indikator utama masih berada dalam kategori "kurang". Secara spesifik,
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indikator penyelenggaraan pemerintahan desa tercatat 37% terlaksana, melaksanakan
pembangunan 40% terlaksana, pembinaan kemasyarakatan 42% terlaksana, dan pemberdayaan
masyarakat 46% terlaksana. Kategori skor kuesioner menunjukkan bahwa angka 37%-52%
masuk dalam kategori "Rendah".

Selain itu, hasil wawancara awal dengan beberapa masyarakat Desa Kuning Gading pada
tanggal 17 Oktober menguatkan gambaran bahwa masih banyak wewenang kepala desa yang
belum terlaksana dengan optimal. Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa penetapan
peraturan dan pembangunan desa (seperti perbaikan jalan dan pembangunan pasar) di Desa
Kuning Gading masih perlu perhatian serius dan belum terealisasi dengan baik sesuai Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pembangunan jalan yang tidak merata dan terhentinya proyek
pasar menjadi contoh nyata. Keterbukaan informasi terkait peraturan desa juga belum berjalan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24, yang seharusnya
memastikan masyarakat mengetahui informasi tentang pelaksanaan tugas kepala desa.

Oleh karena adanya indikasi belum optimalnya pelaksanaan wewenang kepala desa,
terutama dalam dua aspek krusial yaitu penetapan peraturan desa dan koordinasi pembangunan
desa secara partisipatif, peneliti memutuskan untuk membatasi fokus penelitian pada kedua
wewenang tersebut. Pembatasan ini didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan
bahwa kedua wewenang tersebut sangat menonjol sebagai area yang belum terlaksana dengan
baik di Desa Kuning Gading. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih
mendalam bagaimana kedua wewenang tersebut dilaksanakan di Desa Kuning Gading,
Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Kuning Gading, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten
Bungo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu
penelitian yang memanfaatkan data lapangan untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Data
yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkait dengan tugas kepala desa dalam pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kuning Gading.

Untuk mengumpulkan data dari masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Kuning Gading,
peneliti menggunakan teknik snowball sampling. Sementara itu, teknik purposive sampling
diterapkan untuk memilih Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kuning Gading sebagai informan
kunci, karena mereka memiliki informasi yang relevan dan mendalam terkait fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Peneliti akan menggunakan triangulasi data saat menyajikan data sebagai metode
formal atau sah. Triangulasi ini penting untuk memverifikasi dan meningkatkan validitas
temuan dengan membandingkan data dari berbagai sumber.

Penerapan analisis data dalam penelitian kualitatif memerlukan pencarian dan
pengumpulan informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi
sehingga dapat mudah dipahami oleh orang lain. Analisis data ini meliputi reduksi data,
penyajian data, dan verifikasi data. Reduksi data dilakukan untuk memilah dan memfokuskan
data yang relevan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis agar
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mudah diinterpretasikan. Terakhir, verifikasi data dilakukan untuk memastikan keabsahan dan

keandalan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (2) tentang wewenang Kepala Desa Kuning Gading, dengan fokus
pada penetapan peraturan desa dan koordinasi pembangunan desa secara partisipatif. Data
diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara
deskriptif kualitatif.

Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pelaksanaan wewenang Kepala Desa Kuning Gading dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (2).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, penyelenggaraan
pemerintahan desa di Desa Kuning Gading diklaim telah terlaksana dengan baik, terutama
dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh tiga Kaur
(Umum, Keuangan, dan Perencanaan) serta tiga Kasi (Pemerintahan, Pelayanan, dan
Kesejahteraan) dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pendapat ini diperkuat oleh sebagian masyarakat Desa Kuning Gading, yang menyatakan
bahwa pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa sudah
berjalan baik. Senada dengan hal tersebut, Kepala Kampung 1, 2, dan 3 juga berpendapat bahwa
penyelenggaraan pemerintahan desa telah terlaksana dengan baik.

Namun, hasil wawancara ini kontras dengan data awal dari kuesioner yang disajikan di
pendahuluan. Kuesioner menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berada pada
kualitas "kurang" dengan hanya 37% suara "terlaksana". Perbedaan persepsi ini menunjukkan
adanya gap antara pandangan internal pemerintahan desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa)
serta tokoh masyarakat dengan persepsi sebagian besar masyarakat desa yang diwakili oleh data
kuesioner. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara struktural pemerintahan desa
berjalan, aspek kualitas atau keterjangkauan pelayanan mungkin belum sepenuhnya dirasakan
oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Menetapkan Peraturan Desa

Menetapkan peraturan desa adalah salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa yang menuntut kejelasan dan pelaksanaan yang transparan. Dalam
pembentukan peraturan desa, Kepala Desa tidak dapat mengambil keputusan sendiri, melainkan
harus melalui keputusan bersama atau musyawarah.

Sejalan dengan pandangan ini, Rosildiln (2019:168) menyatakan: "Peraturan Desa pada
prinsipnya adalah suatu keputusan masyarakat desa yang dijadikan sebagai landasan
penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi
hak dan kewajiban masyarakat, serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat.
Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa hendaknya berlandaskan pada peraturan
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desa yang aspiratif, di mana proses pembentukannya mewajibkan adanya keterlibatan
masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014."

Kutipan ini menekankan pentingnya proses pembentukan peraturan desa yang aspiratif
dan melibatkan partisipasi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014. Pasal 1 Ayat 5 UU Desa lebih lanjut menjelaskan bahwa Musyawarah Desa adalah
forum antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk
menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

Namun, hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kuning Gading menunjukkan bahwa
Kepala Desa belum sepenuhnya melaksanakan wewenang dalam menetapkan peraturan melalui
keputusan bersama. Sebagian masyarakat mengaku tidak mengetahui peraturan apa saja yang
ada di Desa Kuning Gading, menunjukkan kurangnya transparansi atau sosialisasi yang efektif.
Meskipun Kepala Desa dan Sekretaris Desa mengklaim telah melaksanakan wewenang ini, dan
Kepala Kampung 1, 2, dan 3 berpendapat bahwa peraturan desa telah ditetapkan melalui
pertemuan bulanan dengan masyarakat, peneliti tidak menemukan bukti adanya pertemuan
rutin tersebut selama periode penelitian. Ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara klaim
dan praktik di lapangan, serta potensi kurangnya partisipasi masyarakat yang sebenarnya dalam

proses pembentukan peraturan desa.

Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Koordinasi Pembangunan Desa secara
Partisipatif

Pembangunan desa adalah proses perubahan yang berkelanjutan dan tepat sasaran, yang
mencerminkan keberhasilan wewenang dan tugas Kepala Desa. Pembangunan desa bertujuan
untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Alaslan (2020:102) mendefinisikan: "Pembangunan desa adalah proses perubahan yang
terus-menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta
pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, material dan spiritual
berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa."

Kutipan ini menyoroti pentingnya pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan
untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian di Desa Kuning Gading menunjukkan adanya
perbedaan pandangan yang signifikan terkait pelaksanaan pembangunan. Masyarakat Desa
Kuning Gading umumnya berpendapat bahwa pembangunan yang dilaksanakan Kepala Desa
belum terlaksana dengan baik. Alasannya adalah masih banyak proyek pembangunan yang
belum selesai atau bahkan belum dimulai sama sekali, termasuk pembangunan pasar yang
terhenti dan pembangunan jalan yang belum merata. Banyak jalan di Desa Kuning Gading,
termasuk di Kampung 1 Ekasari, masih belum mendapatkan perbaikan.

Sebaliknya, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kuning Gading mengklaim bahwa
pembangunan sudah berjalan dengan baik, tetapi berdasarkan skala prioritas. Mereka
menyatakan bahwa pembangunan jalan yang mengarah ke akses pemerintahan desa dan
pendidikan sudah terlaksana. Namun, jalan menuju akses pasar, yang penting untuk kemajuan
ekonomi desa, masih belum selesai. Kepala Kampung 1, 2, dan 3 juga berpendapat bahwa
pembangunan telah berjalan baik.

Hasil observasi peneliti di lapangan selama penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada

beberapa proyek pembangunan, banyak akses jalan dan pasar yang belum mendapatkan
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perbaikan atau penyelesaian. Ini menguatkan pandangan masyarakat dan menunjukkan adanya
ketidakselarasan antara prioritas yang ditetapkan pemerintah desa dengan kebutuhan mendesak
masyarakat, serta kurangnya koordinasi pembangunan yang partisipatif sehingga hasilnya

belum maksimal dan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan wewenang Kepala Desa di Desa Kuning
Gading, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014, belum terlaksana secara optimal, khususnya pada aspek penetapan peraturan desa
dan koordinasi pembangunan desa secara partisipatif.

Meskipun secara teoritis dan klaim dari pihak pemerintahan desa, penyelenggaraan
pemerintahan desa dinilai berjalan baik, hasil kuesioner dari masyarakat menunjukkan adanya
kesenjangan persepsi yang signifikan, di mana sebagian besar masyarakat menilai kualitas
pelaksanaannya masih "kurang".

Secara lebih spesifik, dalam penetapan peraturan desa, meskipun ada tuntutan partisipasi
masyarakat sesuai UU Desa, praktik di lapangan menunjukkan bahwa Kepala Desa belum
sepenuhnya melibatkan masyarakat. Hal ini terlihat dari sebagian masyarakat yang tidak
mengetahui peraturan desa yang berlaku dan temuan peneliti yang tidak menemukan bukti
pertemuan rutin musyawarah desa yang melibatkan masyarakat secara luas.

Demikian pula pada koordinasi pembangunan desa secara partisipatif, terjadi disparitas
pandangan antara pemerintah desa dan masyarakat. Pihak desa mengklaim pembangunan
berjalan berdasarkan skala prioritas, namun masyarakat merasakan banyak proyek
pembangunan, seperti perbaikan jalan dan pasar, yang belum tuntas atau tidak merata.
Observasi peneliti menguatkan pandangan masyarakat, menunjukkan bahwa koordinasi
partisipatif belum efektif dan prioritas pembangunan belum sepenuhnya selaras dengan
kebutuhan mendesak masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan transparansi dan
partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pelaksanaan wewenang Kepala Desa di Desa
Kuning Gading, terutama dalam hal penetapan peraturan dan koordinasi pembangunan, agar
tercipta tata kelola desa yang lebih efektif dan pembangunan yang benar-benar dirasakan

manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
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